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Laporan Kegiatan 

COMPARATIVE STUDY ON FINANCING NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION  

ON HIV/AIDS CONTROL PROGRAMS 

Di Australia dan Malaysia 1 - 9 Juni 2015 

 

A. Pengantar 

 

Dengan regulasi pembiayaan pemerintah saat ini, partisipasi organisasi lembaga masyarakat 

dalam melaksanakan program yang dibiayai anggaran pemerintah agak terbatas. Misalnya 

pendanaan pemerintah (APBN dan APBD) untuk penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan 

oleh LSM masih terbatas, tidak terus menerus, dan tidak dapat digunakan bagi pendanaan 

operasional LSM, sehingga keberlanjutan LSM menjadi rentan.   Mekanisme pembiayaan program 

pemerintah lebih terbatas pada hibah sosial yang kurang fleksibel dan hanya sebagian kecil 

program pemerintah yang dapat disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan. 

 

Australia dan Malaysia mempunyai pengalaman yang cukup baik yang memungkinkan program 

pemerintah termasuk pendanaan pengendalian HIV/AIDS dilaksanakan oleh LSM dengan 

berbagai mekanisme. Mekanisme tersebut  telah didukung dengan peraturan yang kuat, sistem 

registrasi dan akreditasi LSM yang kuat, serta kesepakatan perjanjian pelayanan yang kuat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, comparative study ini dilakukan di kedua negara tersebut melalui 

kegiatan presentasi, diskusi, workshop, dan kunjungan lapangan yang dilaksanakan antara 

tanggal 1-9 Juni 2015 di Melbourne, Canberra, Sydney dan Kuala Lumpur. Comparative study 

dilakukan dengan lembaga-lembaga sebagai berikut: 

1. Pemerintah Commonwealth (Federal) Australia: Department of Prime Minister and Cabinet, 

Department Foreign Affairs and Trade, Department of Finance, Department of Health and 

Aging, The Treasury, dan Australian Council for Charities and Not-for-Profit Organizations 

(ACNC) 

2. Pemerintah negara bagian Victoria dan negara bagian New South Wales termasuk NSW 

Department of Health (Albion Health Centre) 

3. Not-for-profit organization yaitu Australian Institute of Company Directors (AICD), Victoria 

Aids Council (VAC), Australian Volunteers International (AVI), AIDS Council of New South 

Wales (ACON), Australian Federation of AIDS Organization  serta Australasian Society for HIV 

Medicine (ASHM)  

4. Kunjungan ke Kuala Lumpur yaitu Departemen Kesihatan Malaysia dan Malaysian Aids 

Council (MAC) 

 

B. Peserta 

Peserta studi banding adalah pejabat Eselon II dan Eselon III dari pemerintah pusat dan daerah serta 

LSM yaitu: Kemenko PMK (Nurbaeti Yuliana, Plt Asdep Urusan Penguatan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit); Kemensos (Sonny W. Manalu, Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial); 

Kemendagri (Budi Prasetyo - Direktur Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; Suprayitno - 

Kasubdit Perencanaan, Ditjen Bangda); Provinsi Papua Barat (Hermus Indou, Kepala Biro 

Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial); Provinsi Papua (Elia Ibrahim Loupatty, Asda II); Provinsi 

Jawa Barat (Ahmad Hadadi, Asisten Kesra); Komisi Pengendalian AIDS Nasional (Kemal N. Siregar, 

Sekretaris KPAN); Bappenas  (Indrajaya - Kasubdit  Politik Dalam Negeri;  Pungkas Bahjuri Ali - 
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Kasubdit Kesehatan Masyarakat; Firmansyah - Kasubdit Pemda Pendanaan Pembangunan);  

Kemenkeu (Eko Roestanto - Kasubdit Anggaran 1E; Ernest Patria Raihan - Dit Sistem Penganggaran); 

Kemenkes (Margarita Meita Fransisca, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung); 

Lembaga Kemitraan (Agung Susanta, Program Director Democracy and Justice); HCPI (Palupi 

Widjajanti,  Andri Yoga Utami,  Heri Susanto) dan DFAT (Yoshiko Hikariati), serta Burnett Institute 

(Bruce Parnell, Organizer Comparative Study).  

 

 

C. Tujuan dan Keluaran 

Tujuan dari studi banding ini adalah untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia di 

tingkat Nasional dan Provinsi terkait peraturan perundangan, regulasi serta mekanisme pembiayaan 

bagi LSM/Masyarakat sipil agar dapat terus terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS. Adapun tujuan 

khususnya adalah meningkatnya pemahaman peserta tentang: 

1. Model-model Legislasi dan Regulasi Pemerintah Australia baik di tingkat Commonwealth 

(federal) maupun negara bagian (state) dalam mendukung pembiayaan LSM/Masyarakat 

sipil. 

2. Mekanisme Pemerintah Australia untuk pendanaan LSM/Masyarakat sipil dengan dua 

contoh model dari Pemerintah Negara Bagian Victoria dan New South Wales. 

3. Mekanisme Pemerintah Malaysia dalam mendukung pendanaan LSM yang bekerja di bidang 

HIV/AIDS di tingkat Nasional dan negara bagian 

 

Keluaran yang diharapkan adalah Kertas Kerja yang berisi kajian dan rekomendasi bagi pemerintah 

serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggali kemungkinan-kemungkinan pendanaan 

Pemerintah bagi LSM/Masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV dan AIDS khususnya 

pengembangan regulasi, mekainisme pendanaan dan kerjasama. 

 

 

D. Pembelajaran yang di peroleh 

Umum 

1. Pandemi HIV dan Penyakit Menular Seksual lainnya merupakan ancaman terhadap tingkat 

kesehatan masyarakat yang juga berpotensi membahayakan berbagai aspek kehidupan 

bermasyarakat. Penanganan masalah terkait HIV oleh institusi berbasis 

masyarakat/komunitas yang diinisiasi oleh masyarakat melalui pendanaan dan pengelolaan 

secara mandiri dapat diperbesar dampak positifnya (outcome expansion) melalui bantuan 

pendanaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  

2. Pemerintah perlu bekerjasama dengan masyarakat baik swasta maupun kelompok 

masyarakat termasuk LSM dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah 

dapat memberikan penugasan spesifik kepada pihak yang memenuhi kualifikasi, baik swasta 

maupun LSM/Masyarakat  Sipil tertentu untuk memberi pelayanan yang sesuai dengan 

kerangka kerja yang diatur dalam kontrak kinerja layanan  (service agreement) antara 

pemerintah dengan pihak penyedia layanan. 

3. Pendanaan publik kepada organisasi masyarakat berpotensi menimbulkan kompleksitas 

dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu perlu adanya aturan tentang 

pembiayaan LSM yang mengatur kontrak, kinerja dan transparansi. Dalam hal ini, perlu 
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menyusun sebuah sistem kendali melalui penugasan kepada lembaga yang ada atau 

membentuk lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang dapat menjembatani 

penjaminan pencapaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. 

4. Kegiatan LSM yang didanai oleh pemerintah tetap harus sejalan dengan kerangka kebijakan 

dan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu LSM pelaksana tersebut juga 

harus mematuhi dan memenuhi ketentuan yang di tetapkan dalan undang-undang misalnya 

peraturan mengenai badan hukum, organisasi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan 

peraturan ketenagakerjaan 

 

Australia 

 Pemerintah Australia baik Commonwealth maupun negara bagian New South Wales dan 

Victoria telah secara khusus mengalokasikan anggaran program pemerintah khususnya 

dalam pengendalian HIV/AIDS yang akan dilaksanakan oleh Not-for-profit organization 

(NPO). Proses pemilihan NPO bisa secara langsung dengan hibah, kontrak, ataupun 

competitive bidding. 

 Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh NPO pada umumnya adalah kegiatan yang tidak 

dilakukan sendiri oleh pemerintah dan pada umumnya berupa kegiatan untuk menjangkau 

kelompok resiko tinggi. Setiap melaksanakan program pemerintah, NPO harus dapat 

menyediakan 20% matching fund (yang biasanya diperoleh dari fundraising oleh NPO itu 

sendiri) terhadap dana pememintah. Dengan matching fund ini, maka pemerintah telah 

melakukan efisiensi pembiayaan kegiatan. 

 Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan efektifitas program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh NPO, Parlemen Commonwealth Australia menyusun undang-undang 

sebagai dasar pembentukan Australian Charity and Not-for-Profit Commission (ACNC),  

sebuah komisi yang menangani registrasi dan akreditasi organisasi charity dan NPO. Selain 

melakukan registrasi dan akreditasi secara sukarela (tidak wajib), ACNC juga melakukan 

pendataan, memberikan bimbingan, pelatihan, dan memeriksa laporan keuangan secara 

rutin, menangani keluhan dan dapat mencabut registrasi ACNC pada NGO yang di anggap 

bermasalah. Saat ini hampir seluruh organisasi charity terdaftar di ACNC, sedangkan 

resgistrasi NPO masih belum dilaksanakan. 

 Dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, NPO melakukan kontrak 

(service agreement) dengan institusi penyedia dana (untuk program HIV/AIDS adalah 

Kementerian Kesehatan) termasuk mengatur indikator kinerja yang harus dicapai dan 

metode pembayaran, sedangkan keseluruhan kegiatan harus mengacu pada rencana 

strategis yang telah ditetapkan pemerintah. 

 Secara umum NPO di Australia mempunyai kapasitas yang baik dalam melaksanakan 

program pemerintah karena mendapat bimbingan dari pemerintah (ACNC), mendapat 

keringanan pajak, dan dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta dan saling 

berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan program pemerintah.  Selain itu NPO di 

Australia secara bersama mengorganisasikan dirinya menjadi perkumpulan NPO, salah 

satunya adalah Australian Institute of Company Director (AICD) sebagai wadah untuk 

meningkatkan kapasitas organisasi. 
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Malaysia 

 Pemerintah Federal Malaysia setiap tahun mengalokasikan dana, termasuk untuk program-

program pengendalian HIV/AIDS yang akan dilakukan oleh NGO. (Urusan Kesehatan di 

Malaysia merupakan urusan federal, sehingga negara bagian hanya melaksanakan kebijakan 

yang di tetapkan oleh negara federal). Kegiatan yang dilakukan oleh NGO ini biasanya 

kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah (baik karena masalah politik maupun 

sensitifitas) seperti penjangkauan pada kelompok khusus termasuk LSL (lelaki seks dengan 

lelaki) dan pengguna Napza. 

  Pemerintah menganggap perlu untuk membentuk sebuah lembaga non-pemerintah yang 

menjadi koordinator implementasi program bertanggungjawab kepada Kementerian 

Kesehatan. Dalam hal ini pemerintah mendorong berdirinya Malaysia Aids Council (MAC) 

sebagai sebuah organisasi not-for-profit yang mewakili kepentingan pemerintah dalam 

menyalurkan pendanaan kepada LSM sekaligus merupakan wadah bagi para LSM pelaksana 

dan serta sebagai koordinator yang menjembatani antara kepentingan pemerintah dan 

kepentingan organisasi-organisasi pelaksana kebijakan penganggulangan masalah HIV AIDS. 

 Dengan demikian terdapat dua kontrak kerjasama (service agreement) yang dibuat, yaitu 

antara pemerintah dengan MAC serta service agreement antara MAC dan LSM pelaksana. 

Selain bertanggungjawab pada pencapaian indikator kinerja yang disepakati, MAC juga 

berfungsi untuk membantu menyeleksi proposal kegiatan yang diusulkan LSM pelaksana 

sebelum diusulkan kembali ke pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam 

pelaksanaanya Kementerian Kesehatan dibantu oleh Technical Review Panel yang menilai 

dan memberikan rekomendasi bagi persetujuan terhadap proposal pembiayaan yang 

diajukan.  

 Berbeda dengan ACNC di Australia yang berfungsi untuk menangani registrasi dan akreditasi, 

MAC bukanlah lembaga pemerintah dan tidak melakukan registrasi dan akreditasi. 

Walaupun demikian, sebgaimana ACNC, MAC befungsi membantu pemerintah dalam 

menjamin akuntabilitas NGO dan membantu peningkatan kapasitas NGO. 

 

E. Saran/Rekomendasi 

Umum  

1. Kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan lembaga swadaya sangat 

relevan untuk dapat meningkatkan cakupan program mengingat luasnya wilayah, besarnya 

penduduk dan kompleksnya permasalahan kesehatan di Indonesia. LSM juga berpotensi 

untuk dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama sulit dijangkau oleh 

pemerintah, misalnya pengguna Napza,  pekerja seks dan remaja yang belum menikah. 

2. Perlu adanya kerangka umum dan aturan teknis tentang pembiayaan bagi LSM untuk 

melaksanakan program-program pemerintah. Kerangka umum meliputi alokasi anggaran 

yang bisa di aksess oleh LSM, sistem akuntabilitas LSM pelaksana, persyaratan bagi LSM yang 

bisa mendapatkan dana pemerintah, dan aturan lain lain-lain, dan. Aturan teknis terutama 

meliputi panduan umum, sistem administrasi, penyaluran keuangan dan model kerjasama 

(misalnya tidak hanya hibah langsung, tapi juga berupa pengadaan jasa dan kontrak kerja). 

3. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pemerintah melalui lembaga swadaya 

masyarakat, khususnya di bidang pengendalian HIV/AIDS: 
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a. Proses penyaluran pendanaan (fund channelling) dapat memberi fleksibilitas kepada 

pemerintah untuk menunjuk pihak ketiga yang berkompeten untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu dalam kerangka kinerja yang tertuang dalam perjanjian pelayanan 

(service agreement).  

b. Memberi fleksibilitas pengelolaan pendanaan yang tetap berorientasi kepada kinerja 

optimal, akuntabilitas, profesionalisme dan transparansi (let the manager manage, but 

keep them accountable). 

 

Jangka Pendek 

1. Perlu adanya aturan teknis keuangan yang memungkinkan pelaksanaan program dan 

kegiatan pemerintah oleh LSM baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah diikuti dengan 

mekanisme penjaminan akuntabilitas LSM dalam melaksanakan program tersebut. 

2. Dengan menggunakan kerangka peraturan Keppres No.70 tahun 2012 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah, LSM dan ormas dapat menjadi pihak penyedia jasa dan layanan 

melalui swakelola atau kontraktual/tender terhadap kegiatan/pekerjaan dengan output 

yang sudah ditetapkan dan tercantum dalam dokumen APBN/APBD. 

3. Pemerintah perlu menyusun mekanisme tata cara dalam penentuan LSM yang kredibel dan 

akuntabel untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai pemerintah serta menyusun tata cara 

perikatan antara pemerintah dan LSM termasuk pengelolaan progam/kegiatan. Mekanisme 

ini bisa dalam bentuk Pokja Kementerian/Lembaga untuk membicarakan aspek-aspek yang 

perlu dipertimbangkan dalam proses penyaluran dana publik kepada LSM secara 

komprehensif. 

4. Perlu ada mekanisme koordinasi antara pemerintah dan LSM yang difasilitasi oleh suatu 

forum ‘engagement’ dalam hal perencanaan pembangunan yang partisipatif dan proses 

pemantauan dan evaluasinya, yang dapat mengarah kepada sebuah lembaga yang secara 

khusus dapat membantu mengelola dana publik secara independen seperti Malaysia Aids 

Council di Malaysia. 

 

Jangka Panjang 

1. Perlu adanya kerangka regulasi komprehensif yang memberi ruang bagi pemerintah, baik 

pusat maupun daerah, agar dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan tugas-tugas 

tertentu secara spesifik berikut perangkat dan mekanisme pendanaan dan 

pertanggungjawabannya.  

5. Perlu adanya suatu sistem atau peraturan perundangan mengenai akreditasi untuk 

menjamin akuntabilitas dan transparansi dari LSM yang akan bermitra dengan pemerintah. 

Perlu dibentuk peraturan perundangan yang mengatur perlu sistem registrasi dan akreditasi 

bagi seluruh LSM yang bekerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. 

Catatan: Sistem akreditasi dapat dilaksanakan oleh badan/kementerian pemerintah yang 

sudah ada atau lembaga bentukan pemerintah (semacam ACNC di Australia) atau organisasi 

non pemerintah (semacam Malaysian AIDS Council di Malaysia). Lembaga ini akan mewakili 

kepentingan stake holders untuk melaksanakan kebijakan dengan fleksibilitas dan 

akuntabilitas yang terkontrol dan terkelola dengan baik. 
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6. Perlu insentif yang kuat untuk menarik swasta dan lembaga masyarakat untuk melakukan 

pemberdayaan dan pembiayaan masyarakat sipil, misalnya pembebasan atau keringanan 

pajak. Selama ini belum ada mekanisme yang dijamin oleh perundang-undangan untuk 

memberikan konsesi bagi kalangan swasta untuk ikut serta dalam proses pembiayaan 

masyarakat sipil, terutama dalam membangun kekuatan dalam pemberlakuan good 

governance dalam pengelolaan dana publik. 

7. Perlu ditumbuhkan asosisasi-asosiasi dari LSM sebagai mitra kerja profesional pemerintah 

yang dapat bertindak sebagai mediator pembiayaan program,  penguatan jaringan antara 

LSM dan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis serta membangun organisasi yang 

solid 

8. Perlu adanya kerangka kelembagaan dalam bentuk Dana Perwalian (Trust Fund) bagi 

penyaluran dana publik oleh pemerintah untuk memastikan bahwa dana publik 

dipergunakan secara efektif bagi kepentingan masyarakat, yang didukung oleh regulasi yang 

memadai, baik untuk tingkat nasional maupun daerah. Lembaga ini yang akan mewakili 

kepentingan stakeholders untuk melaksanakan kebijakan dengan fleksibilitas dan 

akuntabilitas yang terkontrol dan terkelola dengan baik. Dana Perwalian mencakup 

perwakilan dari LSM dan Pemerintah dengan mekanisme kerja, tugas-tugas dan fungsi  yang 

ditetapkan kemudian oleh peraturan perundangan. 

 

F. Saran Tindak Lanjut: 

 Untuk mendorong kerjasama pembangunan antara pemerintah dan LSM, khususnya 

pembiayaan program pemerintah melalui LSM, berikut adalah saran tindak lanjut dari comparative 

study ini: 

1. Seluruh peserta comparative study agar dapat mendorong bagi terbentuknya kerangka 

pembiayaan bagi pelaksanaan program pemerintah melalui LSM sesuai dengan tupoksi dan 

kewenangannya 

2. Hasil comparative study ini dapat disebarluaskan kepada para pengambil kebijakan termasuk 

melalui diskusi dan seminar lanjutan 

3. Perlu adanya dorongan dari Bappenas, Kemenku, Kemendagri, Kemenkes, Kemenko PMK 

dan Kemensos serta Pemda agar dapat disusun advokasi bagi peraturan perundangan dan 

regulasi yang diperlukan 

4. Memberi masukan baik secara konsep maupun  teknis kepada Kementerian Keuangan untuk 

membuka peluang bagi mekanisme penyaluran dana pembangunan pemerintah kepada LSM 

5. Memberi masukan aturan (pasal dan ayat) tentang pembiayaan kepada LSM khususnya di 

provinsi dan kabupaten/kota kepada Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan 

peraturan pemerintah sebagai amanah dari UU 23 tahun 2014. 

 

--- 


